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ABSTRAK

Batasan Perbuatan Hukum Atas Nama Orang Dewasa yang Berada dalam 
Pengampuan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis menganalisis batasan perbuatan hukum 
yang dapat dilakukan atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan, 
khususnya bagi penyandang disabilitas, dalam konteks perlindungan hak-hak 
hukum mereka, dan kewenangan yang dapat diberikan kepada pihak yang 
bertindak atas nama penyandang disabilitas dalam perbuatan hukum. Tipe 
penelitian ini ialah doktrinal atau normatif. Dalam studi ini digunakan tiga 
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan 
hukum meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Analisis bahan hukum 
mencakup analisis deskriptif dan interpretatif. Hasil analisis menyatakan 1) Orang 
dewasa dalam pengampuan, khususnya penyandang disabilitas mental atau 
intelektual, memiliki batasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk 
melindungi mereka dari potensi kerugian. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, 
individu dalam pengampuan tidak dapat melakukan tindakan hukum tertentu 
tanpa persetujuan pengampu. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 
93/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa batasan tersebut harus tetap menghormati 
hak-hak dasar individu yang diampu.  2) Pengampu memiliki kewenangan untuk 
mewakili individu yang diampu dalam perbuatan hukum, termasuk pengelolaan 
aset dan keputusan keuangan. Kewenangan ini harus dijalankan dengan prinsip 
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas demi kepentingan terbaik individu yang 
diampu. Pengawasan pengadilan dan pendidikan bagi pengampu diperlukan untuk 
mencegah penyalahgunaan serta memastikan perlindungan hak-hak individu yang 
diampu.

Kata Kunci: kewenangan pengampu, perbuatan hukum, perlindungan 
hukum disabilitas. 



ABSTRACT

Limitations of Legal Acts on Behalf of Adults Under Guardianship  

The purpose of this study is to analyze the limitations of legal acts that can be 
carried out on behalf of adults under guardianship, especially for people with 
disabilities, in the context of protecting their legal rights, and the authority that 
can be given to parties acting on behalf of people with disabilities in legal acts. 
This type of research is doctrinal or normative. This study uses three approaches, 
namely the statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials include 
primary and secondary legal materials. Analysis of legal materials includes 
descriptive and interpretive analysis. The results of the analysis state 1) Adults 
under guardianship, especially people with mental or intellectual disabilities, have 
limitations in carrying out legal acts to protect them from potential losses. Based 
on Article 433 of the Civil Code, individuals under guardianship cannot carry out 
certain legal actions without the consent of the guardian. However, the decision of 
the Constitutional Court No. 93/PUU-XX/2022 emphasizes that these limitations 
must still respect the basic rights of the individual being supervised. 2) The 
guardian has the authority to represent the warded individual in legal acts, 
including asset management and financial decisions. This authority must be 
exercised with the principles of fairness, transparency, and accountability in the 
best interests of the warded individual. Court supervision and education for 
guardians are needed to prevent abuse and ensure the protection of the warded 
individual's rights.  

Keywords: disability legal protection, guardian authority, legal acts.
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